








PERTIMBANGAN MATERIALITAS KUALITATIF 































PERTIMBANGAN MATERIALITAS KUALITATIF 
DALAM PENETAPAN OPINI AUDIT  
SEKTOR PEMERINTAHAN 
 
sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi 
 
disusun dan diajukan oleh 
 
























PERTIMBANGAN MATERIALITAS KUALITATIF 





disusun dan diajukan oleh 
 
 






























Ketua Departemen Akuntansi 















PERTIMBANGAN MATERIALITAS KUALITATIF 
DALAM PENETAPAN OPINI AUDIT  
SEKTOR PEMERINTAHAN 
 
disusun dan diajukan oleh 
 
FRANSISKUS XAVERIUS SINAGA 
A31115708 
 
telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal 12 Januari 2017 dan  


















Dr. H. Arifuddin, S.E., M.Si., Ak., CA 
 
Drs. Agus Bandang, M.Si, Ak., CA 
 
Dr. Syarifuddin, S.E., M.Soc.Sc., Ak., CA 
 
Dr. Asri Usman, S.E., M.Si., Ak., CA 
 






















Ketua Departemen Akuntansi 












 PERNYATAAN KEASLIAN 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini, 
nama  : Fransiskus Xaverius Sinaga 
NIM  : A31115708 
departemen/program studi : Akuntansi 
dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul 
 
PERTIMBANGAN MATERIALITAS KUALITATIF 
DALAM PENETAPAN OPINI AUDIT SEKTOR PEMERINTAHAN 
 
adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam 
naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang 
lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak 
terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, 
kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam 
sumber kutipan dan daftar pustaka. 
 
Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan 
terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan 
tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70). 
 
Makassar, 19 Desember 2016 













Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, 
atas cinta dan kasih-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. 
Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) 
pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Hasanuddin. 
Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 
membantu terselesaikannya skripsi ini. Pertama-tama, ucapan terima kasih 
peneliti  berikan  Bapak  Dr. H. Arifuddin,  S.E.,  M.Si.,  Ak., CA,  dan  Bapak  
Drs. Agus Bandang, M.Si., Ak., CA sebagai dosen pembimbing atas waktu yang 
telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, memberikan bantuan 
literatur, dan berdiskusi dengan peneliti. 
Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada Bapak/Ibu/Saudara 
auditor maupun auditan/auditee di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang 
menjadi objek penelitian ini atas partisipasi yang telah diberikan dalam penelitian. 
Semoga Tuhan Yang Maha Cinta Kasih merahmati dan menaungi 
Bapak/Ibu/Saudara sekalian. 
Tak lupa, ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada Bapak, 
Mamak, beserta keluarga di Sidikalang yang tercinta atas kesabaran dalam 
mendampingi dan memotivasi peneliti selama proses penyelesaian skripsi ini. 
Terakhir, peneliti berterima kasih kepada My Lovely Rugun Clara Samosir, 
sahabatku tercinta Fitri Cicilia, Afra Andre Passanda, yang tak pernah lelah 





Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna 
walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat 
kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab 
peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun 
akan lebih menyempurnakan skripsi ini. 
 









Pertimbangan Materialitas Kualitatif dalam Penetapan  
Opini Audit Sektor Pemerintahan  
 
Qualitative Materiality Considerations on 
Establishment of Audit Opinion in Government Sector  
 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi auditor dan auditan atas 
penggunaan faktor-faktor kualitatif materialitas dalam penetapan opini hasil 
pemeriksaan atas laporan keuangan. Sampel dalam penelitian ini adalah auditor 
sebanyak 45 responden dan auditan sebanyak 37 responden. Data dianalisis 
dengan menggunakan uji statistik non parametrik Mann-Whitney U-test. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi terhadap 
penggunaan faktor-faktor kualitatif materialitas diantaranya aspek ISA 450 dan 
aspek penelitian Yining Zhou (2012). Auditor dan auditan memiliki persepsi dan 
harapan yang  sama  terhadap  penggunaan  materialitas  kualitatif  akan  
meningkatkan kualitas audit dan laporan keuangan, serta akan menghasilkan 
suatu tanggapan yang positif dari masyarakat terkait hasil audit. 
 
Kata kunci: persepsi, auditor, auditan, materialitas kualitatif. 
 
This study aims to determine the perception of the auditor and the audited for the 
use of qualitative materiality factors in determining the results of the opinion on 
audit on financial statements. The sample in this study is the auditor as many as 
45 respondents and audited a total of 37 respondents. Data were analyzed using 
non-parametric statistical test Mann-Whitney U-test. The results showed that 
there are no differences in perception about the use of qualitative materiality 
factors including aspects of ISA 450 and research aspects Yining Zhou (2012). 
Auditor and audited have the same perceptions and expectations towards the 
use of qualitative materiality would improve audit quality and improve the quality 
of financial statements, and will generate a positive response from the public 
related to the results of the audit. 
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1.1 Latar Belakang 
Materialitas merupakan salah satu konsep penting dan mendasar 
dalam pemeriksaan keuangan. Hal ini disebabkan penetapan materialitas 
mempengaruhi pemberian opini atas kewajaran suatu laporan keuangan. Konsep 
materialitas secara praktik telah banyak dilakukan dalam pemeriksaan keuangan. 
Hasil pemeriksaan keuangan mengungkapkan opini kewajaran suatu laporan 
keuangan terhadap standar akuntansi yang berlaku dalam segala hal yang 
material. Hasil pemeriksaan berupa opini tersebut diperoleh dari suatu 
reasonable assurance (keyakinan yang memadai) bahwa laporan keuangan 
bebas dari salah saji yang material (BPK,2013) 
Arens dan Loebbecke (2012) menambahkan bahwa konsep materialitas 
digunakan dalam setiap proses audit atas laporan keuangan yaitu pada semua 
tahap audit, dimulai dari perencanaan, pekerjaan lapangan, hingga proses 
penyusunan laporan akhir. Meskipun konsep tersebut benar-benar jelas dan 
telah didefinisikan dengan baik dalam teori-teori yang ada, penerapan dan 
penggunaan konsep tersebut dalam praktik merupakan salah satu kontroversi 
yang sering menimbulkan perdebatan. 
Dalam pelaksanaan penyusunan pelaporan oleh auditor beberapa 
tahun terakhir ini, konsep materialitas yang digunakan dalam mengevaluasi salah 
saji lebih cenderung mempertimbangkan segi kuantitatif yaitu dari persentase 
nilai belanja pemerintah daerah (Panduan Pemeriksaan Keuangan Daerah, BPK 
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RI, 2012).  Sedangkan pertimbangan kualitatif yang dilakukan hanya terbatas 
pada penting tidaknya salah saji atau potensi salah saji dikaitkan dengan asersi 
dan luas atau tidaknya akibat dari salah saji atau risiko kemungkinan salah saji 
baik jumlah akun yang terpengaruh maupun jumlah laporan yang terpengaruh 
tanpa menggunakan pertimbangan profesional lainnya. 
Terhadap tingkat materialitas, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
menerbitkan peraturan melalui Keputusan BPK RI Nomor 05/K/I-XIII.2/10/2013 
tentang Petunjuk Teknis Penetapan  Batas  Materialitas  Pemeriksaan  
Keuangan  yang mengungkapkan bahwa terdapat pertimbangan kuantitatif yakni 
pertimbangan yang merujuk pada persentase atau angka tertentu yang 
ditetapkan pada tahap awal. Angka tersebut menjadi pedoman untuk 
menetapkan apakah suatu salah saji yang ditemukan dalam pemeriksaan 
merupakan salah saji yang material. Jumlah salah saji di bawah angka tersebut 
tanpa dilakukannya pengamatan lebih lanjut dapat dinyatakan tidak material. 
Petunjuk Pelaksanaan Audit Audit Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat/PNPM Generasi mengatur bahwa auditor Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam melakukan audit atas proyek yang 
didanai loan menentukan tingkat materialitas awal sebesar 3% dari jumlah 
pengeluran program/proyek untuk annual project expenditures (BPKP:2014). 
Selain itu, juklak tersebut juga menyatakan bahwa materialitas perencanaan 
(planning materiality) mungkin berbeda dari tingkat materialitas yang digunakan 
pada penyelesaian audit dalam mengevaluasi temuan audit karena situasi 
lingkungan yang mungkin akan  berubah dan informasi tambahan mengenai 
proyek akan diperoleh selama pelaksanaan audit. Aturan dan petunjuk dalam 
pertimbangan materialitas yang bersifat kualitatif dalam juklak ini belum 
ditentukan sehingga diserahkan sepenuhnya pada judgment auditor. 




Fenomena di atas menunjukkan bahwa terdapat pertimbangan 
materialitas lebih didominasi oleh pendekatan dengan metode kuantitatif. Selain 
itu, belum terdapat kriteria yang baku dalam menggunakan pendekatan kualitatif 
sehingga pertimbangan profesional yang digunakan cenderung menjadi 
pertimbangan pribadi auditor itu sendiri. 
Keputusan BPK RI Nomor 05/K/I-XIII.2/10/2013 mengatur dan 
menekankan bahwa dalam sektor publik, materialitas tidak hanya dinilai dari segi 
kuantitatif tetapi juga segi kualitatif, terutama terkait dengan tingkat kepentingan 
para pihak terhadap laporan keuangan pemerintah.  Dengan demikian, segi 
kualitatif dalam penentuan opini maupun pilihan pengungkapan dalam laporan 
hasil pemeriksaan tersebut sangat erat kaitannya dengan dampak yang mungkin 
harus dipertimbangan yakni keputusan/kebijakan yang nantinya akan diambil 
oleh pengguna laporan keuangan oleh stakeholder.  
McKee dan Eilifsen (2000) menyatakan bahwa penilaian apakah 
sesuatu itu material dari orientasi pengguna merupakan pertimbangan 
profesional. Pertimbangan profesional tersebut merupakan sesuatu yang tidak 
sederhana. Materialitas khususnya dari segi kualitatif adalah sesuatu yang 
problematis. Hal tersebut disebabkan penetapan tingkat materialitas memerlukan 
pertimbangan profesional terkait evaluasi salah saji (misstatement) dalam 
penentuan opini maupun pilihan pengungkapan dalam laporan audit terhadap 
keputusan yang diambil oleh pengguna laporan keuangan.  
Untuk penggunaan materialitas pada audit atas laporan keuangan 
korporasi, The International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) 
mewajibkan digunakannya International Standard On Auditing (ISA) 450 pada  
audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah 
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tanggal 15 Desember 2009. ISA 450 merupakan standar yang mengatur tentang 
evaluasi atas salah saji yang teridentifikasi dalam pelaksanaan audit. Pada  
standar tersebut secara eksplisit diberikan contoh kondisi-kondisi yang terkait  
dengan beberapa salah saji yang menyebabkan auditor mengkategorikannya 
sebagai salah saji material, secara tersendiri atau bersama-sama salah saji yang 
lain yang diakumulasi selama audit, bahkan jika salah saji tersebut lebih rendah 
dari materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan.  
Terhadap penggunaan aspek kualitatif materialitas kualitatif pada sektor 
publik, Yining Zhou (2012) juga mengidentifikasi dan mengonsepkan faktor-faktor 
materialitas kualitatif berdasarkan pengalaman auditor senior dengan 
pendekatan interviu mendalam di China Audit Office diantaranya aspek 
signifikasi politik, fokus publik, restriksi dana, ketidakcukupan pengendalian 
internal, dan pengalaman audit sebelumnya. 
Pedoman dan konsep materialitas kualitatif sesuai ISA 450 dan hasil 
penelitian Yining Zhou (2012) dapat menjadi pertimbangan profesional yang 
digunakan oleh auditor dalam mengevaluasi salah saji dapat diseragamkan dan 
tidak hanya menjadi pertimbangan pribadi auditor sendiri sehingga semakin 
meningkatkan tingkat profesionalisme auditor. 
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Chong (1992) menjelaskan bahwa 
kesalahan penyajian dianggap material jika pengungkapan atau tidak 
diungkapkannya di dalam  laporan  keuangan akan  mempengaruhi keputusan 
preparer (penyusun laporan keuangan), auditor dan pengguna laporan tersebut. 
Keputusan tentang apakah untuk mengungkapkan item dalam pernyataan 
tergantung pada sifat dan ukuran dari kesalahan penyajian itu sendiri dan 
efeknya pada kebenaran dan keadilan dalam penyajian laporan itu.  
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Dengan demikian, pertimbangan tersebut sebaiknya dikaji dalam 
konteks auditor, preparer maupun pengambil keputusan dalam 
mempertimbangkan sejauh mana suatu kesalahan penyajian dianggap material 
secara kualitatif. 
Dalam konteks audit sektor publik, Relmond dan Van Daniker (1994) 
melakukan pengamatan ke lingkup antar-kontekstual melalui penelitian berbasis 
survey. Hasilnya adalah auditor pemerintah cenderung mengadopsi tingkat 
materialitas lebih ketat daripada auditor korporat. Penelitian empiris sebelumnya 
tentang materialitas juga menyimpulkan bahwa auditor menerapkan ambang 
materialitas yang berbeda di industri dalam konteks audit perusahaan (Iselin dan 
Iskandar, 2000).   
Diungkapkan oleh Ramire dan Angel (2011) bahwa penggunaan efektif 
dari ISA-450 diproyeksikan positif pada kualitas informasi akuntansi dan akan 
memberikan kontribusi untuk mengurangi adanya kesalahan dan penyimpangan 
dalam laporan keuangan. Dengan demikian, akan meningkatkan kehandalan, 
relevansi dan kecukupan laporan keuangan, sehingga memberikan refleksi yang 
lebih baik. 
Penelitian yang dilakukan oleh Garcia, et al. (2010) pada sektor 
korporasi menguji perspektif auditor dan penyusun laporan keuangan atas faktor 
kualitatif materialitas sesuai ISA 450 serta konsekuensi yang dapat timbul dari 
penggunaan tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar auditor 
dan penyusun laporan keuangan menyetujui penerbitan laporan audit wajar 
dengan pengecualian ketika laporan keuangan  tersebut  mengandung  salah  
saji  yang  berada  di  bawah  tingkat materialitas tetapi terkait dengan faktor 
kualitatif materialitas pada ISA 450. Keduanya memiliki harapan bahwa 
penggunaan materialitas kualitatif akan berdampak positf  terkait hasil audit pada 
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pengembangan dan hasil dari praktik terkini dalam audit, kualitas laporan 
keuangan, tanggapan yang positif dari masyarakat. 
Penelitian oleh Garcia, et al. (2010) diadopsi oleh Dwinanda Harsa dan 
Darsono (2014) pada sektor publik yang menguji dan menganalisis persepsi baik 
auditor maupun auditan terhadap penggunaan faktor-faktor kualitatif materialitas 
oleh BPK RI dalam penyusunan opini hasil pemeriksaannya. Hasilnya 
menunjukkan bahwa auditor dan penyusun laporan keuangan menyetujui 
penggunaan faktor kualitatif materialitas pada ISA 450 dengan tingkat 
persetujuan yang berbeda. Keduanya memiliki harapan bahwa penggunaan 
materialitas kualitatif akan meningkatkan kualitas audit yang dilaksanakan serta 
akan menghasilkan suatu tanggapan yang positif dari masyarakat terkait hasil 
audit. Namun, berbeda dalam harapan atas meningkatnya kualitas laporan 
keuangan auditan. 
Penelitian Dwinanda Harsa dan Darsono (2014) mempunyai 
keterbatasan diantaranya responden auditor dalam penelitian ini sebagian besar 
ialah anggota tim pemeriksa dan ketua tim pemeriksa yang bertugas di lapangan, 
sedangkan untuk jumlah auditor dengan jabatan lebih tinggi yaitu pengendali 
teknis dan penanggung jawab yang melakukan reviu atas hasil pemeriksaan di 
lapangan hanya sebagian kecil. Selain itu, penelitian melibatkan 32 responden 
dari sisi auditan untuk populasi penyelenggara keuangan negara/daerah di 
seluruh provinsi di wilayah Republik Indonesia. 
Berdasarkan beberapa fenomena yang telah diuraikan di atas dan 
beberapa penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan beserta keterbatasan-
keterbatasan penelitian tersebut, maka peneliti ingin melakukan penelitian 
dengan judul “Pertimbangan Materialitas Kualitatif dalam Penetapan Opini Audit 
Sektor Pemerintahan”. 




Penelitian ini akan menambahkan salah satu dimensi yakni faktor 
materialitas kualitatif sesuai penelitian Yining Zhou sekaligus memperluas 
cakupan responden dari sisi auditor yaitu BPKP sebagai pihak yang masih 
diberikan mandat untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan opini pada 
proyek pemerintah yang didanai oleh pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN).  
Terkait  objek penelitian, selain instansi BPK, terdapat juga instansi BPKP yakni 
lembaga yang juga mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di 
bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan 
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 
Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Peraturan 
Presiden No 64 tahun 2005. Khusus untuk audit keuangan, sesuai kewenangan 
yang dimiliki, BPKP hanya melakukannya pada Audit atas PHLN. 
Selain itu, peneliti juga mempersempit cakupan hubungan auditor dan 
auditan dalam konteks auditor dan auditan dalam penyelenggaraan keuangan 
negara/daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Peneliti juga menetapkan 
target responden minimal ketua tim sehubungan dengan peran dalam tim audit 
yang diberi tugas melakukan penyusunan laporan hasil audit. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang, penelitian sebelumnya, dan adanya 
beberapa faktor/keadaan materialitas kualitatif yang dapat menjadi acuan dalam 
dalam penetapan opini laporan hasil pemeriksaan oleh auditor pemerintah, maka 
dapat dirinci beberapa masalah, yaitu sebagai berikut. 
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a. Apakah sudah terdapat kesamaan anggapan/persepsi auditan dan auditor 
atas penggunaan faktor kualitatif materialitas berdasarkan aspek/keadaan 
yang diisyaratkan dalam ISA 450 dan faktor materialitas kualitatif sesuai 
penelitian interviu mendalam di China Audit Office oleh Yining Zhou dalam 
penetapan opini hasil pemeriksaan sektor publik/pemerintahan? 
b. Apakah auditor dan auditan memiliki harapan yang sama atas 
akibat/konsekuensi yang  timbul dalam implementasi faktor materialitas 
kualitatif dalam penetapan opini hasil pemeriksaan audit sektor 
publik/pemerintahan? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban 
kuantitatif atas pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah. Oleh karena itu, 
tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 
a. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi antara auditor dan 
auditan terhadap penggunaan beberapa faktor materialitas kualitatif dalam 
penetapan opini hasil pemeriksaan. 
b. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi antara auditor dan 
auditan terhadap konsekuensi yang timbul dalam implementasi faktor 
materialitas kualitatif dalam penetapan opini hasil pemeriksaan. 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
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a. Kegunaan Teoretis  
Penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta informasi 
mengenai konsep materialitas kualitatif dalam pemeriksaan/audit sektor 
publik di Indonesia. 
b. Kegunaan Praktis 
Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan sumbangan bagi auditor 
maupun standarsetter dalam meningkatkan kualitas laporan hasil 
pemeriksaan dan juga bagi auditan dalam meningkatkan kualitas informasi 
laporan keuangan. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Secara garis besar, sistematika penulisan skripsi akan terbagi ke dalam 
5 (lima) bab sebagai berikut. 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi landasan teori, kerangka penelitian, dan hipotesis 
penelitian. Subbab landasan teori berisi tinjauan teori dan konsep yang 
memuat persepsi dan harapan atas penggunaan materialitas kualitatif. 
Subbab tinjauan empirik memuat penelitian terdahulu yang terkait 
dengan permasalahan penelitian. Subbab kerangka penelitian berisi 
proses berpikir peneliti yang dituangkan dalam bentuk hubungan 
antarvariabel yang diteliti. Subbab hipotesis penelitian berisi jawaban 
sementara dari rumusan masalah penelitian yang secara teoretis peneliti 
anggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya.  
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BAB III : METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi rancangan penelitian; tempat dan waktu penelitian; 
populasi dan sampel penelitian; jenis dan sumber data; teknik 
pengumpulan data; variabel penelitian dan definisi operasional; 
instrumen penelitian; serta analisis data. 
BAB IV : HASIL PENELITIAN  
Bab ini menguraikan hasil penelitian berupa deskripsi objek penelitian, 
analisis data, interpretasi hasil dan argumentasi terhadap hasil 
penelitian, uji kualitas data, uji hipotesis, serta pembahasan. 
BAB V : PENUTUP 
Bab ini berisi simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan 









Bab ini berisi pengetahuan ilmiah yang menjadi dasar peneliti dalam 
merumuskan jawaban sementara (hipotesis) dari permasalahan penelitian. 
Pembahasan dalam bab ini terdiri dari tinjauan teori dan kosep, tinjauan empirik, 
kerangka penelitian, serta hipotesis penelitian yang secara terperinci diuraikan 
sebagai berikut. 
     
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep 
Tinjauan teori dan konsep merupakan tinjauan peneliti terhadap teori 
dan konsep yang relevan dengan permasalahan penelitian, yaitu  
anggapan/persepsi dua pihak yang independen yaitu auditor dan auditan 
terhadap beberapa faktor materialitas kualitatif yang dimungkinkan 
dipertimbangkan oleh auditor dalam penentuan opini hasil audit serta 
akibat/konsekuensi dari penggunaan faktor materialitas kualitatif tersebut bagi 
pihak-pihak terkait (stakeholder). Oleh karena itu, teori-teori yang relevan dengan 
permasalahan dalam penelitian ini adalah teori-teori tentang persepsi/anggapan 
dan teori ekspektansi/harapan serta teori fungsionalisme struktural. Adapun 
konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 
auditing/pemeriksaan keuangan, audit sektor publik/pemerintahan, auditor, 
auditan, penetapan opini pemeriksaan, materialitas, dan aspek materialitas, seta 
materialitas kualitatif. Pembahasan mengenai teori dan konsep tersebut adalah 
sebagai berikut. 
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2.1.1 Perception Theory (Teori Persepsi) 
Soemanto (1990) menjelaskan bahwa manusia pada dasarnya 
merupakan mahkluk individu. Dalam melihat suatu masalah setiap manusia 
memiliki pandangan yang berbeda sesuai dengan tingkat pengetahuan dan 
pemahamannya. Hal ini pula yang menyebabkan persepsi setiap individu memilki 
perbedaan. Persepsi secara etimologi diartikan sebagai daya untuk mengamati, 
yang menghasilkan tanggapan, kesan atau penglihatan (Soemanto,1990:23) 
Soemanto (1990) menambahkan lagi bahwa persepsi menurut manusia 
yang satu belum tentu sama dengan persepsi manusia yang lainnya karena 
adanya perbedaan dari pengalaman serta lingkungan sekitar dari manusia 
tersebut tinggal. Persepsi adalah kesadaran yang tidak dapat ditafsirkan yang 
timbul dari stimulus. Dalam hal ini persepsi itu lahir karena adanya rangsangan 
sehingga menimbulkan rangsangan yang tidak dapat ditafsirkan. Jadi yang 
merupakan faktor penyebab adanya persepsi adalah rangsangan. 
Poin penting dalam suatu teori motivasi ialah persepsi dari suatu invidu 
dalam organisasi, dimana motivasi merupakan salah satu karakteristik yang 
dapat mempengaruhi persepsi dari individu. Persepsi menurut Robbins (2008) 
adalah suatu proses dimana individu-individu mengorganisasikan dan 
menginterpretasikan  kesan  yang  ditangkap  indra  mereka  untuk  memberikan 
makna bagi lingkungan mereka. Namun, apa yang diterima seseorang pada 
dasarnya dapat berbeda dari realitas sebenarnya.  
Persepsi berperan penting dalam mempengaruhi perilaku seorang 
individu, perilaku individu dipengaruhi oleh objektivitas persepsi individu terhadap 
suatu realitas, sehingga suatu realitas yang sama dapat menghasilkan 
interpretasi yang berbeda pada setiap individu atau kelompok. Perbedaan 
interpretasi tersebut timbul  karena  adanya  berbagai  karakteristik  pribadi  dari  
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individu  tersebut. Menurut Robbins (2008), karakteristik pribadi tersebut antara 
lain meliputi sikap, kepribadian, motivasi, minat, pengalaman-pengalaman  masa 
lalu dan harapan-harapan seseorang. Karakteristik target yang diobservasi bisa 
memengaruhi apa yang diartikan. Konteks dimana seseorang melihat berbagai 
objek atau peristiwa juga penting. Waktu sebuah objek atau peristiwa dilihat 
dapat memengaruhi perhatian, seperti  halnya  lokasi,  cahaya,  panas,  atau  
sejumlah  faktor  situasional  lainnya. Pengaruh karakteristik tersebut dapat 
digambarkan seperti gambar dibawah ini: 
 









Sumber: Robbins (2013) 
 
Berdasarkan pada karakteristik-karakteristik yang mempengaruhi 
persepsi yang dikemukakan Robbins di atas, maka objek dari persepsi yang 
akan diuji dalam penelitian ini adalah auditor dan auditan. Dimana auditor dan 
auditan dapat memiliki persepsi yang sama ataupun berbeda terhadap suatu 
objek atau suatu realitas. Dalam penelitian ini, realitas tersebut adalah 
penggunaan materialitas kualitatif beserta konsekuensi atas penggunaan konsep 
tersebut dalam penetapan opini audit. 




2.1.2 Expectancy Theory 
Salah satu teori motivasi yang digunakan dalam menganalisis pengaruh 
motivasi terhadap perilaku individu dalam suatu organisasi adalah teori 
expectancy (harapan) yang dikembangkan oleh Vroom (dikutip dari Lawler, 1971) 
didasarkan pada asumsi bahwa  manusia  adalah  makhluk  yang  rasional  dan  
akan  memaksimalkan penghargaan yang diterimanya. Teori ini berusaha untuk 
menentukan bagaimana individu-individu memilih diantara perilaku-perilaku 
alternatif. Pendekatan ini mengasumsikan  bahwa  motivasi  individu  sangat  
dipengaruhi  oleh persepsi individu bahwa suatu perilaku tertentu akan mengarah 
kepada hasil tertentu dan pilihannya atas hasil tersebut. Terdapat tiga elemen 
penting dari teori ini, yaitu: 
1. expectancy,  yaitu keyakinan  individu  bahwa usaha suatu  individu akan 
mengarah pada hasil yang diharapkan dan berdasarkan pada pengalaman 
sebelumnya.  
2. instrumentality, yaitu keyakinan individu jika seseorang mencapai hasil yang 
diharapkan, maka orang tersebut akan memperoleh imbal balik 
(penghargaan).  
3. valency, yaitu keyakinan individu bahwa hasil yang diperoleh memiliki 
beberapa nilai, baik itu positif maupun negatif. 
Dalam melakukan tugas-tugasnya individu memiliki beberapa harapan 
akan   hasil   yang   diperoleh   dan   oleh   karena   itu  terdapat   juga   beberapa 
instrumentality dan valency yang melekat pada tingkat kinerja yang diberikan 
oleh individu. Dengan demikian, jika individu melaksanakan kinerja dalam suatu 
pekerjaan, maka akan menghasilkan lebih banyak penghargaan, lebih banyak 
uang, dan promosi. Pilihan untuk melakukan kinerja yang baik merupakan hasil 
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dari harapan bahwa seseorang dapat mencapai suatu tingkatan dan keyakinan 
tersebut akan menghasilkan berbagai penghargaan, dan nilai. 
Konsep expectancy, instrumentality dan valency merupakan keyakinan 
tentang  kemampuan  untuk  melakukan  suatu  perilaku.  Instrumentality  dan 
expectancy merupakan keyakinan individu atas konsekuensi dari perilaku yang 
dilakukan dalam rangka memperoleh hasil yang diinginkan atau tidak diinginkan. 
Jika instrumentality dan valency tetap konstan, maka teori expectancy dengan 
jelas dapat memprediksi bahwa harapan akan positif terkait dengan kinerja. 
Hubungan antara ketiga variabel tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 





Sumber : Vroom's Basic Expectancy Theory Paradigm (dikutip dari Liccione, 2007) 
 
Tiga persepsi tersebut (expectancy, instrumentality dan valency) 
mempengaruhi "kekuatan individu untuk bertindak" serta   tingkat   kinerja   untuk   
menggerakkan   individu.   Teori   expectancy membedakan antara motivasi yang 
ditempatkan pada seorang individu untuk bertindak dan pilihan individu untuk 
bereaksi. Teori expectancy dapat menjelaskan pilihan individu terhadap suatu 
tujuan dibanding tujuan lainnya dan juga menjelaskan mengapa dapat terjadi 
perbedaan tingkat usaha antara dua individu yang memiliki tujuan, kemampuan, 
dan lingkungan yang sama. 
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2.1.3 Teori Fungsionalisme Struktural (Structural Functionalism) 
Fungsionalisme struktural adalah sebuah sudut pandang luas dalam 
sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai 
sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Asumsi dasar 
dari teori fungsionalisme struktural adalah bahwa masyarakat menjadi suatu 
kesatuan atas dasar kesepakatan dari para anggotanya terhadap nilai-nilai 
tertentu yang mampu mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat 
tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi 
dalam suatu keseimbangan. Dengan demikian masyarakat merupakan kumpulan 
sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling memiliki 
ketergantungan untuk mencapai keseimbangan/tujuan bersama. 
Menurut George Ritzer (1985: 25), asumsi dasar teori fungsionalisme 
struktural adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, juga berlaku 
fungsional terhadap yang lainnya. Sebaliknya, kalau tidak fungsional maka 
struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya. Teori ini 
cenderung melihat sumbangan satu sistem atau peristiwa terhadap sistem yang 
lain dan karena itu mengabaikan kemungkinan bahwa suatu peristiwa atau suatu 
sistem dalam beroperasi menentang fungsi-fungsi lainnya dalam suatu sistem 
sosial. 
Dalam konteks audit/pemeriksaan keuangan, kedudukan auditor dan 
auditan menjadi bagian dari struktur organisasi penyelenggaraan keuangan 
negara/daerah yang merupakan satu keterkaitan dalam fungsi sistem 
penganggaran, pelaporan keuangan, dan pemeriksaan atas pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara. 
Dalam penyelenggaraan keuangan negara/daerah, Mardiasmo (2009) 
menekankan pula hal hal sebagai berikut. 
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1. Keterbukaan diperlukan untuk meyakinkan bahwa stakeholders memiliki 
keyakinan dalam proses pengambilan keputusan dan tindakan terhadap 
institusi pemerintah dan terhadap pengelolaan kegiatan oleh instansi 
pemerintah tersebut.  
2. Integritas mencakup dua hal pokok yaitu kejujuran dan kelengkapan 
informasi yang disampaikan kepada masyarakat terhadap pengelolaan 
sumber daya, dana, dan  urusan publik.  
3. Akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap individu 
maupun secara organisatoris pada institusi publik kepada pihak-pihak luar 
yang berkepentingan atas pengelolaan sumber daya, dana, dan seluruh 
unsur kinerja yang diamanatkan kepada mereka. 
Pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan merupakan salah satu 
bentuk akuntabilitas penyelenggara pemerintahan kepada rakyat melalui 
perwakilannya di  lembaga legislatif. Dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 telah 
dinyatakan bahwa pengelola keuangan pemerintah baik di tingkat pusat maupun 
daerah diwajibkan untuk menyelenggarakan sistem akuntansi atas transaksi 
keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan 
perhitungannya. Begitu juga dengan auditor dengan peraturan terkait sebagai 
landasan hukum pemeriksaan terhadap laporan tersebut. 
Secara essensial, prinsip-prinsip pokok fungsionalisme struktural 
menurut Stephen K. Sanderson (1993:9) adalah semua masyarakat memiliki 
mekanisme untuk mengintegrasikan dirinya, yaitu mekanisme yang dapat 
merekatkannya menjadi satu. Salah satu bagian penting dari mekanisme ini 
adalah komitmen para anggota masyarakat kepada serangkaian kepercayaan 
dan nilai yang sama dan kelompok masyarakat cenderung mengarah kepada 
satu keadaan equilibrium atau homeostatis, dan gangguan pada salah satu 
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bagian cenderung menimbulkan penyesuaian pada bagian lain agar tercapai 
harmoni dan stabilitas. 
Pentingnya serangkaian kepercayaan dan nilai yang sama dalam suatu 
organisasi/intansi yang saling berhubungan sebagai bagian dari subsistem dalam 
suatu sistem yang terintegrasi mengisyaratkan persepsi yang sama antara 
auditor dan auditan mengenai suatu konsep khususnya materialitas sebagai 
konsep yang penting dalam proses audit/pemeriksaan laporan keuangan oleh 
auditor dan dampak-dampak yang ditimbulkan dari hasil pelaporan 
audit/pemeriksaan keuangan. 
 
2.1.4 Pengertian Auditing atau Pemeriksaan Keuangan 
Arens dan Loebbecke (2008) mendefinisikan auditing sebagai 
pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti dari informasi yang dilakukan oleh orang 
yang kompeten dan independen, untuk menentukan dan melaporkan tingkat 
kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. 
 Ada beberapa istilah/konsep yang perlu dipahami dan akan dibahas 
dalam penelitian ini. Freeman dan Shoulder memetakan istilah-istilah tersebut 
dalam Gambar 2.3. Dari skema dalam Gambar 2.3, Freeman dan Shoulder 
menekankan tiga hal, yaitu:  
a. Auditan merupakan pihak yang bertanggungjawab atas kejadian-kejadian,  
aktivitas-aktivitas dan transaksi-transaksi, dan membuat asersi tentang 
pertanggungjawaban hal-hal tersebut secara langsung maupun tidak 
langsung.  
b. Auditor membandingkan asersi auditan terhadap kriteria yang ditetapkan 
dengan mengikuti proses-proses dan standar-standar audit yang sesuai dan 
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melaporkan suatu pendapat atau pertimbangan lain berkenaan dengan hasil 
audit. Auditor ini dapat merupakan auditor eksternal atau internal.  
 
Gambar 2.3 Konsep Auditor, Auditan, dan Pengguna Laporan  
                                    Keuangan dalam Pemeriksaan Keuangan 
 
Sumber: Freeman, Robert J. & Craig D. Shoulders (2003:726) 
 
Dari skema Gambar 2.3, Freeman dan Shoulder menekankan tiga hal, yaitu:  
a. Auditan merupakan pihak yang bertanggungjawab atas kejadian-kejadian,  
aktivitas-aktivitas dan transaksi-transaksi, dan membuat asersi tentang 
pertanggungjawaban hal-hal tersebut secara langsung maupun tidak 
langsung.  
b. Auditor membandingkan asersi auditan terhadap kriteria yang ditetapkan 
dengan mengikuti proses-proses dan standar-standar audit yang sesuai dan 
melaporkan suatu pendapat atau pertimbangan lain berkenaan dengan hasil 
audit. Auditor ini dapat merupakan auditor eksternal atau internal.  
c. Pengguna  laporan  memperoleh  informasi  dari  auditan (dalam hal asersi) 
dan auditor (dalam hal pendapat atau pertimbangan) untuk digunakan dalam 
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membuat evaluasi-evaluasi atau pengambilan keputusan berkenaan dengan 
pertanggungjawaban auditan. 
Istilah pemeriksaan seringkali diidentikkan dengan istilah audit, seperti 
halnya istilah pemeriksaan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.  Menurut  
UU  tersebut,  pemeriksaan  adalah  proses  identifikasi masalah, analisis dan 
evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional   
berdasarkan  standar  pemeriksaan   untuk  menilai  kebenaran, kecermatan, 
kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung   
jawab   keuangan   negara.   Dapat   diketahui   bahwa   pengertian pemeriksaan  
yang  terkandung  dalam  UU  tersebut  tidak  berbeda  dengan pengertian audit. 
Definisi yang digunakan Arens dkk. lebih lengkap unsur-unsurnya.  Dalam  
penelitian ini,  istilah  pemeriksaan dan audit mengandung pengertian yang 
sama. 
 
2.1.5 Audit Sektor Publik/Pemerintahan 
Pengauditan pada sektor pemerintah berbeda dengan pengauditan 
dilakukan pada sektor swasta. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya 
perbedaan latar belakang institusional dan hukum, dimana audit sektor 
pemerintah mempunyai prosedur dan tanggungjawab yang berbeda serta peran 
yang lebih luas dibanding audit pada sektor swasta (Wilopo, 2001).  
I Gusti Agung Rai (2008) menguraikan perbedaan karakteristik dalam 








Tabel 2.1 Perbedaan Antara Audit Sektor Privat dan Audit Sektor Publik di 
Indonesia 
 
URAIAN AUDIT SEKTOR PRIVAT AUDIT SEKTOR PUBLIK 
Pelaksana Audit 
Kantor Akuntan Publik 
(KAP) 
Lembaga Audit Pemerintah dan 
juga KAP yang ditunjuk Lembaga 
Audit Pemerintah 
Objek Audit Perusahaan/entitas swasta 
Entitas, program, kegiatan dan 
fungsi yang berkaitan dengan 
pelaksanaan pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan 





Akuntan Publik yang 
dikeluarkan IAI 
Standar Pemeriksaan Keuangan 







Tidak terlalu dominan 
dalam audit 
Merupakan faktor dominan 
karena kegiatan di sektor publik 
sangat dipengaruhi oleh 
peraturan dan perudang-
undangan 
Sumber: I Gusti Agung Rai (2008:30) 
 Audit sektor publik di Indonesia dikenal sebagai audit keuangan negara. 
Audit keuangan negara ini diatur dalam UU No. 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara. 
Berdasarkan UU Nomor 15 tahun 2004 dan Standar Pemeriksaan 
Keuangan Negara (SPKN), terdapat tiga jenis audit keuangan Negara, yaitu:  
1. Audit Keuangan (financial audit), adalah audit atas laporan keuangan yang 
bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable 
assurance), apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam 
semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku 
umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip 
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 
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2. Audit Kinerja adalah audit yang dilakukan secara objektif dan sistematis 
terhadap berbagai macam bukti untuk menilai kinerja entitas yang diaudit 
dalam hal ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, dengan tujuan untuk 
memperbaiki kinerja dan entitas yang diaudit dan meningkatkan akuntabilitas 
publik. 
3. Audit dengan Tujuan Tertentu, merupakan audit khusus di luar audit 
keuangan dan audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas 
hal yang diaudit. Audit dengan tujuan tertentu dapat bersifat eksaminasi 
(examination), reviu (review), atau prosedur yang disepakati (agreed-upon 
procedures). Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit atas hal-hal lain di 
bidang keuangan, audit investigatif, dan audit atas sistem pengendalian 
internal. 
Penelitian ini menekankan pada audit keuangan yang menghasilkan 
opini atas laporan keuangan auditan. 
 
2.1.6 Penetapan Opini sebagai Tahap dalam Audit Laporan Keuangan 
Berdasarkan metodologi pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah (LKPD) sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Pemeriksaan atas 
LKPD sesuai Keputusan BPK Nomor 56a/K/I-XX.2/9/2007, tahapan   
pemeriksaan   LKPD   secara garis besar meliputi   tahapan   perencanaan 
pemeriksaan,   pelaksanaan   pemeriksaan   lapangan,   dan   pelaporan   hasil 
pemeriksaan. 
Pelaporan Hasil Pemeriksaan dapat dibagi menjadi 5 tahap diantaranya: 
1) Penyusunan Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan  
2) Pembahasan Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Penanggung 
Jawab Pemeriksaan  
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3) Penyampaian dan Pembahasan Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan dengan 
Pejabat Entitas yang Berwenang  
4) Perolehan Surat Representasi  
5) Penyusunan Konsep Akhir dan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan   
Dalam tahap Penyusunan Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan terdapat 
ketentuan yang menyatakan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas 
Laporan Keuangan merupakan laporan utama dan mengungkapkan kewajaran 
atas  Laporan  Keuangan dalam sebuah opini.  
Dasar penetapan opini atas Laporan Keuangan dilakukan dengan 
mempertimbangkan (1) Pasal 16 UU No. 15 Tahun 2004 dan (2) Standar 
Pelaporan Pemeriksaan Keuangan pada Standar Pemeriksaan Keuangan 
Negara (SPKN). Berdasarkan Penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU No. 15 Tahun 
2004, opini   merupakan   pernyataan   profesional   pemeriksa   mengenai 
kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang 
didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi 
pemerintahan,kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan 
perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.  
Disamping itu, di dalam penetapan opini, pemeriksa 
mempertimbangkan   SPKN, tingkat kesesuaian, dan kecukupan pengungkapan 
laporan keuangan dikaitkan dengan tingkat materialitas yang telah ditetapkan, 
tanggapan entitas atas hasil pemeriksaan, dan surat representasi.  
Dalam proses penyusunan konsep LHP, pemeriksa yang melakukan 
pemeriksaan atas laporan keuangan harus mempertimbangkan dampak hasil 
pemeriksaannya tersebut. 
UU Nomor 15 Tahun 2004  menyatakan bahwa opini atas laporan 
keuangan terbagi menjadi empat jenis:  
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1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 
Opini WTP menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar 
dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas  
sesuai  dengan  prinsip  akuntansi  yang  berlaku  umum (Standar  Akuntansi  
Pemerintahan). Dalam hal terjadi keadaan tertentu yang perlu penjelasan, 
pemeriksa dapat menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan 
hasil pemeriksaannya. Dalam kondisi ini, pemeriksa dapat menyatakan opini 
modifikasi yaitu WTP Dengan  Paragraf  Penjelasan.  Adapun kondisi-kondisi 
yang memungkinkan terjadinya penambahan penjelasan adalah sebagai 
berikut. 
a. Tidak ada konsistensi dalam penerapan prinsip akuntansi yang berlaku 
umum  
b. Ketidakpastian atas kelangsungan hidup organisasi (going concern)  
c. Ada penekanan pada suatu masalah  
d. Terkait laporan yang melibatkan pemeriksa lain. 
2) Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 
Opini WDP menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar 
dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas 
entitas sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak 
hal-hal yang yang dikecualikan. Kondisi-kondisi yang menyebabkan 
pemeriksa menyatakan opini WDP adalah adanya penyimpangan dari 
prinsip akuntasi (salah saji) dan adanya pembatasan lingkup 
(ketidakcukupan bukti) 
3) Tidak Wajar (TW) 
Kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini TW adalah ketika  
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pemeriksa,  setelah  memperoleh  bukti  pemeriksaan  yang  cukup  
memadai, menyimpulkan bahwa penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah 
saji) yang ditemukan, baik secara individual maupun agregat, adalah 
material dan pervasive pada laporan keuangan. Sifat pervasive 
(berpengaruh secara keseluruhan) diantaranya dapat dilihat dari  
kompleksitas, proporsinya  terhadap  laporan keuangan secara keseluruhan, 
dan persyaratan pengungkapan yang bersifat fundamental. 
4) Tidak Memberikan Pendapat (TMP) 
Kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini TMP adalah 
adanya pembatasan lingkup yang luar biasa sehingga pemeriksa tidak dapat  
memperoleh bukti yang cukup memadai sebagai dasar menyatakan 
pendapat (opini). 
 
2.1.7 Pertimbangan Materialitas dalam Penetapan Opini Pemeriksaan 
 Petunjuk Teknis BPK tentang Penetapan Materialitas sesuai Keputusan 
BPK RI Nomor 05/K/I-XIII.2/10/2013, pada akhir pelaksanaan pemeriksaan, nilai 
materialitas (PM dan TM) yang telah ditetapkan pada saat perencanaan atau 
awal pelaksanaan pemeriksaan dievaluasi kembali terutama berkaitan dengan 
dasar penetapan materialitas, berdasarkan hasil pengujian pengendalian dan 
substantif. Materialitas yang telah dievaluasi kemudian dibandingkan dengan 
salah saji yang ditemukan untuk menentukan apakah salah saji tersebut 
material/tidak material pada tingkat akun/tingkat laporan keuangan secara 
keseluruhan. 
 Juknis ini menguraikan bahwa pemeriksa harus menyampaikan salah saji 
yang tidak dikoreksi kepada pihak manajemen dan memberikan keterangan 
bahwa efek dari salah saji tersebut, baik secara individu maupun tingkat laporan 
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keuangan dapat berpengaruh terhadap opini yang akan diberikan. Pada tahap 
ini, pemeriksa kadang menemukan kasus bahwa terdapat salah saji pada satu 
akun tidak material, tetapi kalau akun-akun yang mengandung salah saji tersebut 
dijumlahkan nilainya dapat melebihi nilai materialitas tingkat laporan keuangan. 
Dalam hal ini, Pemeriksa dapat menggunakan pertimbangan profesional 
(profesional judgement) maupun pertimbangan kualitatif untuk menentukan 
apakah salah saji tersebut berpengaruh terhadap kewajaran laporan keuangan 
dan opini yang akan diberikan. 
 BPKP sebagai auditor atas proyek yang didanai loan (PHLN) berdasarkan 
Petunjuk Pelaksanaan Audit PNPM Generasi mengatur bahwa BPKP dalam 
audit laporan keuangan atas proyek yang didanai oleh pinjaman (loan) 
melakukan pemeriksaan dengan pertimbangan tingkat materialitas sepenuhnya 
didasarkan pada professional judgement (BPKP:2014)  
 Juklak di atas juga mengatur bahwa penetapan materialitas juga 
dilakukan untuk tujuan pengusulan koreksi dan reklasifikasi audit. Untuk audit 
PNPM Mandiri Perdesaan, pada tahap perencanaan digunakan tingkat 
materialitas awal sebesar 3% dari jumlah pengeluran program/proyek untuk 
annual project expenditures. Materialitas perencanaan (planning materiality) 
mungkin berbeda dari tingkat tingkat materialitas yang digunakan pada 
penyelesaian audit dalam mengevaluasi temuan audit karena situasi lingkungan 
yang mungkin akan  berubah dan informasi tambahan mengenai proyek akan 
diperoleh selama pelaksanaan audit. Bilamana hasil penilaian risiko melekat dan 
risiko pengendalian cukup tinggi, maka tingkat kekeliruan diperhitungkan akan 
cukup tinggi, dan dengan demikian, tingkat materialitas akan diturunkan. Dalam 
kondisi demikian, auditor diharapkan lebih mengandalkan pada bukti-bukti 
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eksternal, seperti hasil konfirmasi, pengujian fisik, perhitungan, serta rekonsiliasi 
dalam pengumpulan bukti auditnya (BPKP:2014) 
  
2.1.8 Materialitas dan Aspek dalam Materialitas Kualitatif 
 Keputusan BPK RI Nomor 05/K/I-XIII.2/10/2013 oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) RI tentang Juknis Penetapan Batas Materialitas, materialitas 
adalah besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau 
salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, mungkin dapat mengubah 
atau mempengaruhi pertimbangan pihak yang meletakkan kepercayaan atas 
informasi tersebut. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut antara lain 
DPR/DPRD dan Kementerian Keuangan. 
 Berdasarkan Juklak Audit Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat/PNPM, dalam melaksanakan audit keuangan, BPKP juga melakukan 
penetapan materialitas berbeda untuk setiap penugasan audit. Hal penting yang 
mempengaruhi tingkat materialitas diantaranya volume transaksi atau kegiatan. 
BPKP menggunakan ISA 320 sebagai acuan yang secara khusus mengatur 
materialitas dalam audit yang antara lain menyatakan sebagai berikut. 
The auditor should consider materiality and its relationship with audit risk 
when conducting an audit. Information is material if its omission or 
misstatement could influence the economic decisions of users taken on the 
basis of the financial statement. Materiality depends on the size of the item 
or error judged in the particular circumstances of its omission or 
misstatement. Thus, materiality provides a threshold or cut-off point rather 
than being a primary qualitative characteristic which information must have if 
it is to be useful.  
 Berdasarkan Petunjuk Teknis tentang Penetapan Materialitas sesuai 
Keputusan BPK RI Nomor 05/K/I-XIII.2/10/2013, keadaan yang melingkupi yang 
harus dipertimbangkan pemeriksa dalam menetapkan materialitas di antaranya 
adalah sifat dan jumlah pos dalam laporan keuangan yang diperiksa. Sebagai 
contoh, suatu jumlah yang material bagi laporan keuangan suatu entitas mungkin 
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tidak material bagi laporan keuangan entitas lain dengan ukuran dan sifat yang 
berbeda. Begitu juga, jumlah yang material bagi laporan keuangan entitas 
tertentu kemungkinan berubah dari satu periode ke periode yang lain. 
 Juknis tersebut mengatur bahwa pertimbangan kuantitatif dalam 
menetapkan materialitas biasanya merujuk pada persentase atau angka tertentu 
yang ditetapkan pada tahap awal. Angka tersebut menjadi pedoman untuk 
menetapkan apakah suatu salah saji yang ditemukan dalam pemeriksaan 
merupakan salah saji yang material. Jumlah salah saji di bawah angka tersebut 
tanpa dilakukannya pengamatan lebih lanjut dapat dinyatakan tidak material 
(BPK: 2013) 
 Juknis tersebut juga menguraikan bahwa pertimbangan Pemeriksa 
tentang materialitas merupakan pertimbangan yang bersifat profesional 
(professional judgement) dan dipengaruhi oleh anggapan yang wajar tentang 
keandalan dan kepercayaan atas laporan keuangan yang diperiksa. Materialitas 
mengandung unsur subjektivitas tergantung pada sudut pandang, waktu, dan 
kondisi pihak yang berkepentingan. Konsep materialitas dapat dikelompokkan 
sebagai berikut. 
1. Materialitas Kuantitatif; materialitas yang menggunakan ukuran kuantitatif 
tertentu seperti nilai uang, jumlah waktu, frekuensi maupun jumlah unit. 
Faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan materialitas 
2. Materialitas Kualitatif; materialitas yang menggunakan ukuran kualitatif yang 
lebih ditentukan pada pertimbangan profesional. Pertimbangan profesional 
tersebut didasarkan pada cara pandang, pengetahuan, dan pengalaman 
pada situasi dan kondisi tertentu  
 Tertuang juga dalam juknis tersebut, bahwa dalam menentukan 
materialitas, tidak terdapat kriteria yang baku, tetapi ada faktor yang harus 
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dipertimbangkan pemeriksa dalam menentukan materialitas adalah sebagai 
berikut. 
1. Tingkat kepentingan para pihak terhadap objek yang diperiksa, misalnya 
pada objek laporan keuangan pemerintah, pengguna laporan keuangan 
memiliki kepentingan yang tinggi terhadap masalah legalitas dan ketaatan 
pada ketentuan yang berlaku (aspek kepatuhan). 
2. Batasan materialitas untuk penugasan pemeriksaan, misalnya batasan 
materialitas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat/daerah 
cenderung lebih konservatif daripada pemeriksaan laporan keuangan sektor 
swasta, karena sektor publik lebih mementingkan pengujian terhadap 
legalitas, ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku.     
                                                                     
2.1.9 Pertimbangan Materialitas Kualitatif Menurut Penelitian Yining Zhou 
(2012) 
 Yining Zhou dalam penelitian yang berjudul Government Audit Materiality: 
Conceptual and Practical Implications of Qualitative Material Framework (Seven 
Case Stuide and a Comparative Conceptual Work) melakukan in-depth interview 
dengan beberapa auditor pemerintah senior di China Audit Office dan 
mengonsepkan pengalaman mereka tentang materialitas dalam lima faktor 
kualitatif yang dapat diuraikan sebagai berikut. 
1. Signifikasi Politik (Political Significance) 
Auditor harus membedakan area, item, rekening, transaksi yang  sensitif 
secara politis tinggi yang harus dinilai sebagai hal yang material. Auditor 
senior yang diwawancarai secara konsensus  menekankan hal ini pada 
penilaian materialitas kualitatif. Mereka menekankan bahwa auditor 
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pemerintah harus dituntut untuk memahami dan familiar dengan hukum yang 
relevan, kebijakan dan aturan eksekutif.  
2. Fokus Publik (Public Focus) 
Di bawah akuntabilitas publik, auditor pemerintah harus membedakan area-
area atau item yang menghasilkan pengaruh sosial yang signifikan dan 
perhatian publik. Misalnya, isu yang secara luas terekspos di media harus 
dipertimbangkan material. Terdapat perbedaan antara isu publik dan isu 
politik. Beberapa area politik yang sensitif mungkin tidak menjadi fokus 
publik bagi warga yang minim pengetahuan dan kepentingan untuk 
memahami isu-isu politik pada perspektif makro.  
3. Pembatasan Dana (Restrictedness of funds) 
Restrictedness of  fund  juga penting untuk penilaian materialitas. Ada dana 
tertentu yang bersifat khusus (restricted)  yang disimpan di beberapa entitas 
tetapi harus dihabiskan dalam metode tertentu. Misalnya, pada dana 
bencana' yang harus dikeluarkan untuk korban bencana. Rekening dana ini 
sering dianggap material.  
Dana itu biasanya disebut sebagai dana khusus dengan tujuan tertentu. 
Oleh karena itu, auditor pemerintah akan menetapkan ambang batas 
materialitas relatif rendah pada dana khusus tersebut. Ada dua cara untuk 
mengidentifikasi dana khusus tersebut  diantaranya deklarasi pemerintah 
dan auditor judgment. Dalam beberapa kasus, pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah menyatakan dana ini secara khusus disalurkan ke badan 
publik independen untuk mengelola dan menyalurkannya. Kadang-kadang 
tanpa deklarasi pemerintah yang jelas dan berbeda, auditor dapat menilai 
dana khusus ini dengan mempertimbangkan kebijakan dan disiplin fiskal 
yang relevan. 
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4. Ketidakcukupan pengendalian internal (Insufficiency of internal control) 
Aspek pengendalian internal yang kurang berpotensi menghasilkan data 
yang tidak valid atau tidak dapat diandalkan yang mengarah ke kesalahan 
yang disengaja. Auditor yang diwawancarai menunjukkan bahwa penilaian 
terhadap sistem pengendalian intern sering merupakan bagian penting 
dalam menilai perencanaan materialitas kualitatif. Efektivitas pengendalian 
internal menunjukkan risiko audit kurang dari kesalahan dan salah saji 
informasi. Auditor sering fokus pada daerah-daerah yang menyiratkan 
kurangnya pengendalian internal dan selanjutnya menetapkan tingkat 
materialitas yang lebih rendah. 
5. Pengalaman (Experience) 
Auditor sering melakukan penilaian akun/transaksi material berdasarkan 
referensi pengalaman sebelumnya. Sebuah metode umum yang biasanya 
dilakukan adalah kasus audit periode sebelumnya dijadikan sebagai patokan 
(benchmark). Hal ini juga berkaitan dengan temuan hasil audit sebelumnya 
baik yang sudah ditindaklanjuti maupun yang belum ditindaklanjuti. 
 
2.1.10 Pertimbangan Materialitas Kualitatif Menurut ISA 450 
 Standar internasional yang terkait dengan materialitas ialah ISA 320 dan 
ISA 450. ISA 320 mengatur materialitas dalam proses perencanaan dan 
pelaksanaan audit di lapangan. Sedangkan ISA 450 mengatur proses evaluasi 
salah saji yang teridentifikasi dalam proses audit dalam penentuan opini audit. 
 Pada  ISA  320  dijelaskan  bahwa  penentuan  materialitas  oleh  auditor 
merupakan pertimbangan profesional auditor dan hal ini dipengaruhi oleh 
anggapan auditor terhadap informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pengguna 
dari laporan keuangan.  Konsep materialitas diterapkan oleh auditor baik dalam  
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proses perencanaan dan pelaksanaan audit, dan dalam evaluasi dampak dari 
salah saji yang teridentifikasi dalam audit dan salah saji yang tidak terkoreksi 
terhadap laporan keuangan serta dalam proses perumusan opini dalam laporan 
auditor.  
 Kemudian pada ISA 450 dijelaskan bahwa dalam proses evaluasi atas 
salah saji yang teridentifikasi dalam audit, auditor harus menentukan apakah 
salah saji yang tidak terkoreksi, material secara individual atau dalam agregat. 
Dalam membuat keputusan ini, auditor harus mempertimbangkan:  
1. ukuran dan sifat dari salah saji, baik dalam kaitannya dengan kelas tertentu 
transaksi,  saldo  akun  atau  pengungkapan  dan  laporan  keuangan  
secara keseluruhan, dan keadaan tertentu terjadinya, dan  
2. pengaruh salah saji dikoreksi terkait dengan periode sebelumnya pada kelas 
yang relevan transaksi, saldo akun atau pengungkapan, dan laporan 
keuangan secara keseluruhan. 
 Selain kedua hal tersebut auditor juga harus mempertimbangkan faktor 
materialitas kualitatif, yaitu keadaan yang terkait dengan beberapa salah saji 
yang dapat menyebabkan auditor menilai salah saji tersebut material,  baik 
secara tersendiri atau bersama-sama dengan salah saji lainnya yang 
diakumulasikan selama audit, walaupun salah saji tersebut lebih rendah dari 
materialitas laporan keuangan secara keseluruhan.  
 ISA 450 telah memberikan beberapa contoh keadaaan yang  dapat 
mempengaruhi  salah  saji  sehingga salah saji tersebut dinyatakan material 
walaupun tidak material secara ukuran. Keadaan tersebut ialah sejauh mana 
suatu salah saji memenuhi beberapa uraian berikut ini.  
1. Mempengaruhi kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku  
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2. Mempengaruhi kepatuhan terhadap perjanjian utang atau persyaratan 
kontrak lainnya  
3. Berkaitan  dengan  kesalahan  pemilihan  atau  penerapan  suatu  kebijakan 
akuntansi yang tidak memiliki dampak/pengaruh material terhadap laporan 
keuangan  periode  berjalan,  namun  cenderung  akan  berdampak  material 
terhadap laporan keuangan periode mendatang  
4. Menutupi perubahan dalam laba atau tren lain, terutama dalam konteks 
keadaan/kondisi ekonomi dan industri secara umum.  
5. Mempengaruhi rasio-rasio yang digunakan untuk menilai posisi keuangan 
entitas, hasil usaha atau arus kas 
6. Mempengaruhi informasi dari segmen yang disajikan dalam laporan 
keuangan (misalnya, signifikansi hal tersebut bagi satu segmen atau bagian 
lain dari usaha entitas yang telah diketahui memiliki peranan penting dalam 
operasi entitas atau profitabilitas)  
7. Memiliki  efek  peningkatan  kompensasi  terhadap  manajemen,  misalnya 
dengan memastikan bahwa persyaratan-persyaratan untuk pemberian bonus 
atau insentif lainnya telah terpenuhi.  
8. Signifikan dengan memperhatikan pemahaman auditor atas pengetahuan 
yang telah diketahui sebelumnya kepada pengguna, misalnya, dalam 
kaitannya dengan prediksi laba  
9. Berhubungan dengan transaksi yang melibatkan pihak tertentu (kolusi).  
10. Merupakan kelalaian atas informasi yang tidak secara khusus disyaratkan 
dalam kerangka pelaporan keuangan yang berlaku tetapi, dalam penilaian 
auditor informasi tersebut penting bagi pemahaman pengguna terhadap 
posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas entitas; atau  
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11. Mempengaruhi informasi lain yang akan dikomunikasikan dalam dokumen- 
dokumen yang berisi laporan keuangan yang diaudit (misalnya, informasi 
yang dimasukkan dalam "Diskusi dan Analisa Manajemen" atau “Reviu 
Operasi  dan   Keuangan")   yang   secara  wajar  dapat  diharapkan  untuk 
mempengaruhi keputusan ekonomi para pengguna laporan keuangan. ISA 
720 berkaitan dengan pertimbangan auditor atas informasi lain yang tidak 
wajib dilaporkan oleh auditor dalam dokumen-dokumen yang berisi laporan 
keuangan yang diaudit. 
 
2.1.11 Akibat/konsekuensi atas Penggunaan Pertimbangan Materialitas 
Berdasarkan Aspek Kualitatif 
 Konsekuensi adalah perubahan yang terjadi pada individu atau suatu 
sistem sosial sebagai hasil pengadopsian atau penolakan terhadap suatu 
inovasi. Pada  penelitian  ini  yang  dimaksud  dengan  konsekuensi  dari  
penggunaan materialitas kualitatif ialah perubahan yang mungkin terjadi apabila 
materialitas kualitatif diterapkan dalam perumusan laporan hasil pemeriksaan 
(penetapan opini). Hal ini juga berarti penentuan apakah temuan pemeriksaan 
atau kesalahan penyajian yang tidak dapat terkoreksi tersebut material sehingga 
mempengaruhi opini auditor walaupun secara kuantitatif nilai atau akumulasi nilai 
temuan pemeriksaan atau kesalahan penyajian tersebut tidak material.  
 Sebagaimana tertuang dalam Garcia (2011), konsekuensi potensial untuk 
aspek yang berbeda dari penggunaan secara efektif materialitas kualitatif 
tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu: 
1. Pengembangan dan hasil audit sebagai suatu jasa atau peningkatan 
kualitas audit. 
2. Peningkatan kualitas laporan keuangan yang dipublikasikan oleh auditan. 
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3. Tanggapan pengguna dan masyarakat pada umumnya terkait hasil audit. 
4. Hubungan antara auditor dan perusahaan yang diaudit. 
 
2.2 Tinjauan Empirik 
Tinjauan empirik berupa hasil-hasil penelitian mengenai faktor-faktor 
yang digunakan dalam menilai materialitas kualitatif dan konsekuensi dari 
penggunaannya dapat diuraikan sebagai berikut.  
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Chong (1992) menjelaskan bahwa 
kesalahan penyajian dianggap material jika pengungkapan atau tidak 
diungkapkannya di dalam  laporan  keuangan akan  mempengaruhi keputusan 
preparer, auditor dan pengguna laporan tersebut. Keputusan tentang apakah 
untuk mengungkapkan item dalam pernyataan tergantung pada sifat dan ukuran 
dari kesalahan penyajian itu sendiri dan efeknya pada kebenaran dan keadilan 
dalam penyajian laporan itu. Dengan demikian, baik profesi audit dan penyusun  
laporan  keuangan  harus  mempertimbangkan  sejauh  mana  suatu kesalahan 
penyajian dianggap material. 
Selanjutnya   penelitian   yang   dilakukan   oleh   Garcia,   et  al. (2010) 
pada auditor independen di Spanyol menunjukkan bahwa sebagian besar auditor 
dan penyusun laporan keuangan menyetujui penerbitan laporan audit wajar 
dengan pengecualian ketika laporan keuangan  tersebut  mengandung  salah  
saji  yang  berada  di  bawah  tingkat materialitas tetapi terkait dengan faktor 
kualitatif materialitas pada ISA 450. Tidak terdapat perbedaan persepsi antara 
auditor dan auditan terkait penggunaan faktor materialitas kualitatif. 
Penelitian ini diadopsi oleh Dwinanda Harsa dan Darsono (2014) pada 
sektor publik yang menguji dan menganalisis persepsi baik auditor maupun 
auditan terhadap penggunaan faktor-faktor kualitatif materialitas oleh BPK RI 
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dalam penyusunan opini hasil pemeriksaannya. Hasilnya menunjukkan bahwa 
terdapat perbedaan persepsi antara auditor BPK RI dan Auditee (Pemerintah 
daerah) mengenai penggunaan faktor kualitatif materialitas oleh BPK RI. 
Keduanya memiliki harapan yang sama bahwa penggunaan materialitas kualitatif 
akan meningkatkan kualitas audit yang dilaksanakan serta akan menghasilkan 
suatu tanggapan yang positif dari masyarakat terkait hasil audit. Namun, terdapat 
perbedaan harapan atas pengunaan faktor materialitas kualitatif dalam 
peningkatan kualitas laporan keuangan auditan. 
Penelitian Houghton et al. (2011) menunjukkan bahwa secara umum, 
stakeholder  menganggap  bahwa  konsep  materialitas  audit  yang  ada  tidak 
dipahami dengan baik dan mereka menunjukkan kesulitan dalam memberikan 
materialitas edukatif tentang hal itu, terutama dikaitkannya dengan materialitas 
kualitatif, khususnya pada investor ritel. 
Kemudian penelitian yang dilaksanakan oleh Zhou (2012) 
mengungkapkan bahwa berdasarkan studi kasus pada kantor audit pemerintah 
daerah, penelitian ini menemukan bahwa dalam menilai informasi material, audit 
yang dilakukan pemerintah berbeda secara signifikan dari audit perusahaan 
pada tiga aspek yaitu ambang batas materialitas yang ketat, fokus pada 
pertimbangan materialitas kualitatif serta pendapatan dan pengeluaran sebagai 
fokus subjek materialitas. Penelitian ini juga mengonsepkan 5 aspek materialitas 
kualitatif. 
 Terkait konsekuensi penggunaan materialitas kualitatif, Park (2009) 
dalam Garcia et al. (2010) mengungkapkan bahwa berdasarkan kerangka 
standar dan literatur yang ada, standar materialitas memainkan peran krusial 
dalam menyaring hal sepele (trivial) dari salah salah saji keuangan yang cukup 
besar.  
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 Diungkapkan oleh Ramire dan Angel (2011) bahwa penggunaan efektif 
dari ISA-450 diproyeksikan positif pada kualitas informasi akuntansi dan akan 
memberikan kontribusi untuk mengurangi adanya kesalahan dan penyimpangan 
dalam laporan keuangan. Dengan demikian, akan meningkatkan kehandalan, 
relevansi dan kecukupan laporan keuangan, sehingga memberikan refleksi yang 
lebih baik.  
 Penelitian mengenai materialitas telah dilakukan yang menunjukkan 
konsekuensi materialitas dalam berbagai bidang proses pelaporan keuangan 
diantaranya: 
1. pengembangan dan hasil audit sebagai suatu jasa atau peningkatan 
kualitas audit (SEC,1999); 
2. peningkatan kualitas laporan keuangan yang dipublikasikan oleh auditan 
(Chen et al., 2008); 
3. tanggapan pengguna dan masyarakat pada umumnya terkait hasil audit 
(Roberts and Dwyer, 1998). 
 Hasil penelitian Garcia, et al. (2010) pada auditor independen di Spanyol 
mendukung tiga konsekuensi tersebut yakni tidak terdapat anggapan yang 
berbeda antara auditor dan auditan terkait konsekuensi penggunaan 
pengembangan dan hasil audit sebagai suatu jasa atau peningkatan kualitas 
audit, peningkatan kualitas laporan keuangan yang dipublikasikan oleh auditan 
dan tanggapan pengguna dan masyarakat pada umumnya terkait hasil audit. 
Penelitian ini juga diadopsi oleh Dwinanda Harsa dan Darsono (2014) 
pada sektor publik yang menunjukkan bahwa auditor dan auditan memiliki 
harapan yang sama bahwa penggunaan materialitas kualitatif akan 
meningkatkan kualitas audit yang dilaksanakan serta akan menghasilkan suatu 
tanggapan yang positif dari masyarakat terkait hasil audit. Namun, terdapat 
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perbedaan harapan atas pengunaan faktor materialitas kualitatif dalam 
peningkatan kualitas laporan keuangan auditan. 
 
2.3 Kerangka Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah dan landasan teori sebagaimana yang 
telah dipaparkan, alur proses berpikir dalam penelitian ini dapat diwujudkan 
dalam sebuah kerangka penelitian yang menunjukkan hubungan antarvariabel 
dan dimensi dalam penelitian.  
Sejumlah aturan dan standar telah memberikan contoh mengenai 
faktor-faktor kualitatif materialitas apa saja yang dapat dipertimbangkan dalam 
menilai salah saji yang secara kuantitatif lebih rendah dari materialitas laporan 
keuangan  secara  keseluruhan,  namun dapat mempengaruhi  pendapat  dalam 
laporan hasil pemeriksaannya. Selanjutnya, penggunaan faktor-faktor kualitatif 
materialitas tersebut dikembalikan lagi kepada auditor yang melakukan 
pemeriksaan karena hal tersebut merupakan hasil dari judgement auditor 
tersebut. Judgement tersebut dipengaruhi oleh cara pandang, pengetahuan, dan 
pengalaman auditor terkait pada situasi dan kondisi tertentu.   
Berdasarkan teori yang telah dijelaskan sebelumnya seorang individu 
memiliki pilihan terhadap suatu tujuan dibanding tujuan lainnya dan juga dapat 
terjadi perbedaan perilaku (tingkat usaha) antara dua individu yang memiliki 
tujuan, kemampuan, dan lingkungan yang sama. Sebagai dua individu yang 
berbeda baik auditor maupun auditan tentu memiliki pilihan terhadap perilaku 
atau tingkat usaha yang akan dilakukan dalam pelaksanaan tugasnya. Pilihan 
tersebut  dipengaruhi  oleh  tiga  elemen  dasar  yang  telah  dijelaskan 
sebelumnya yaitu expectancy, instrumentality dan valency.   
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Dalam kaitannya dengan topik penelitian ini yaitu penggunaan faktor-
faktor kualitatif materialitas, seorang auditor memiliki pilihan untuk menggunakan 
faktor-faktor tersebut atau tidak dalam proses penyusunan laporan hasil 
pemeriksaannya khususnya penetapan opini hasil pemeriksaan. Demikian halnya 
dengan sikap perilaku auditan terhadap faktor-faktor tersebut, perilaku auditan 
akan menerima atau pun menolak evaluasi atas laporan keuangannya jika 
didasarkan pada faktor-faktor tersebut.  Sikap perilaku atau pun pilihan auditor 
dan auditan atas faktor-faktor tersebut dapat berbeda ataupun sama tergantung 
dari hasil yang diharapkannya.  
Bertolak  dari  pemikiran  tersebut,  maka  model  penelitian  mengenai 
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2.4 Hipotesis Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah, tinjauan teori dan konsep, tinjauan 
empirik, serta kerangka penelitian sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, 
dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. 
 
2.4.1 Persepsi Auditor dan Auditan Mengenai Penggunaan Faktor 
Materialitas Kualitatif 
Perception theory mengisyaratkan bahwa auditor dan auditan dapat 
memiliki persepsi yang sama ataupun berbeda terhadap suatu objek atau suatu 
realitas. Faktor-faktor kualitatif materialitas merupakan faktor materialitas yang 
menggunakan  ukuran  kualitatif   yang lebih  ditentukan  pada  pertimbangan 
profesional. Pertimbangan profesional tersebut didasarkan pada cara pandang, 
pengetahuan, dan pengalaman pada situasi dan kondisi tertentu (BPK RI, 2008).  
Teori fungsionalisme struktural juga mengisyaratkan pentingnya 
serangkaian kepercayaan dan nilai yang sama dalam suatu organisasi/intansi 
yang saling berhubungan sebagai bagian dari subsistem dalam suatu sistem 
yang terintegrasi. Teori ini mengisyaratkan persepsi yang sama antara auditor 
dan auditan mengenai suatu konsep. 
Beberapa penelitian telah dilakukan untuk meneliti penggunaan faktor-
faktor kualitatif materialitas ini. Penelitian-penelitian tersebut mengungkapkan 
bahwa sebagian  besar  auditor  menyetujui  penerbitan  laporan  audit  wajar  
dengan  pengecualian ketika  laporan keuangan tersebut  mengandung salah saji  
yang  berada  di  bawah  tingkat  materialitas  tetapi  terkait  dengan  faktor  
kualitatif  materialitas (Garcia et al., 2010). Penelitian ini diadopsi oleh Dwinanda 
Harsa dan Darsono (2014) dan hasilnya bertolak belakang dengan hasil 
penelitian Garcia (2010) bahwa auditor dan auditan menyetujui penggunaan 
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faktor kualitatif materialitas pada ISA 450 dengan tingkat persetujuan yang 
berbeda. 
Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, penelitian ini 
mengasumsikan baik auditor maupun auditan memiliki anggapan masing-masing 
terkait faktor-faktor kualitatif materialitas yang digunakan oleh auditor dalam 
penetapan laporan hasil pemeriksanaannya. Dengan demikian, dari uraian 
tersebut maka dirumuskan  hipotesis sebagai berikut :  
 
H1 : Tidak terdapat perbedaan persepsi antara auditor dan auditan 
mengenai penggunaan faktor kualitatif materialitas. 
 
 
Mengingat terdapat 2 dimensi yang digunakan dalam penelitian ini 
yakni konsep dalam ISA 450 dan konsep materialitas kualitatif dalam penelitian 
Yining Zhou (2012) maka hipotesis di atas dapat dikembangkan menjadi dua 
hipotesis yaitu:  
 
H1a : Tidak terdapat perbedaan persepsi antara auditor dan auditan 
mengenai penggunaan faktor kualitatif materialitas berdasarkan ISA 
450 
H1b  Tidak terdapat perbedaan persepsi antara auditor dan auditan 
mengenai penggunaan faktor kualitatif materialitas berdasarkan 
penelitian Yining Zhou (2012) 
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2.4.2 Persepsi Auditor dan Auditan Mengenai Akibat/Konsekuensi 
Penggunaan Faktor Kualitatif Materialitas 
Dalam kaitannya dengan topik penelitian ini yaitu akibat atas suatu 
penggunaan tertentu, Soemanto (1990) menjelaskan bahwa perubahan sosial 
adalah proses dimana perubahan terjadi dalam struktur dan fungsi sistem sosial. 
Perubahan sosial terjadi dalam tiga tahapan, yaitu: (1) Penemuan (invention), (2) 
difusi (diffusion), dan (3) konsekuensi (consequences). Konsekuensi disini dapat 
dipahami sebagai suatu perubahan dalam sistem sosial sebagai hasil dari adopsi 
atau penolakan inovasi. Dalam  kaitannya  dengan  pemeriksaan oleh auditor, 
adopsi atas penggunaan faktor-faktor kualitatif materialitas tentu akan membawa 
akibat/konsekuensi tersendiri.  
William (2002) menyatakan materialitas kuantitatif risiko tidak 
mempengaruhi  penilaian  etika  manajemen  terhadap  kecurangan. Penelitian 
terhadap akuntan beregister mengindikasikan bahwa materialitas dan risiko 
secara signifikan mempengaruhi kemungkinan terjadinya kecurangan namun 
persepsi moral dari tindakan akuntan beregister tidak. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa manajer eksekutif keuangan akan terus dipengaruhi oleh 
materialitas kuantitatif walaupun salah saji jelas material jika berdasarkan faktor-
faktor kualitatif.  
Garcia, et al. (2010) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa tidak 
terdapat persepsi auditor dan auditan akibat potensial untuk aspek yang berbeda 
dari penggunaan secara efektif  materialitas  kualitatif dalam  pengembangan 
dan hasil audit sebagai suatu jasa (peningkatan kualitas audit), peningkatan 
kualitas laporan keuangan yang dipublikasikan oleh auditan, relasi antara auditor 
dan auditan, dan anggapan pengguna dan masyarakat pada umumnya terhadap 
hasil audit.  
    43 
 
 
Dwinanda Harsa dan Darsono (2014) mendukung penelitian yang 
dilakukan oleh Garcia, et al. (2010) bahwa auditor dan auditan memiliki 
anggapan yang sama terhadap penggunaan materialitas kualitatif dalam aspek 
peningkatan kualitas audit serta suatu tanggapan yang positif dari masyarakat 
terkait hasil audit. Namun, tidak pada konsekuensi pada dimensi laporan 
keuangan yang diterbitkan oleh auditan. 
Berdasarkan  penelitian sebelumnya  dan  teori  pada  telaah  pustaka  
maka  dapat diasumsikan bahwa auditor maupun auditan memiliki anggapan 
yang sama terkait akibat yang mungkin timbul jika faktor-faktor kualitatif 
materialitas digunakan oleh auditor dalam penetapan laporan hasil 
pemeriksaannya namun terdapat perbedaan pada konsekuensi pada dimensi 
laporan keuangan yang diterbitkan oleh auditan. Dengan demikian, dapat 
dirumuskan hipotesis sebagai berikut.  
 
H2 : Tidak terdapat perbedaan persepsi auditor dan auditan mengenai akibat 
yang dapat timbul dari penggunaan faktor kualitatif materialitas oleh 
auditor. 
Hipotesis di atas dapat dikembangkan menjadi tiga hipotesis yaitu: 
H2a : Tidak terdapat  perbedaan  persepsi  auditor  dan  auditan  mengenai  
adanya peningkatan kualitas audit sebagai konsekuensi dari 
penggunaan faktor kualitatif materialitas oleh auditor. 
H2b : Terdapat  perbedaan  persepsi  auditor  dan  auditan  mengenai  
adanya peningkatan   kualitas   laporan   keuangan   sebagai   
konsekuensi dari penggunaan faktor kualitatif materialitas pada auditor. 
H2c : Tidak terdapat perbedaan persepsi auditor dan auditan mengenai 
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tanggapan pengguna  dan  masyarakat  terhadap  hasil  audit  jika  














































3.1 Rancangan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kuantitatif 
yang merupakan penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan 
fenomena serta hubungan-hubungannya. Proses pengukuran adalah bagian 
yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan 
yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari 
hubungan-hubungan kuantitatif.  
Penelitian kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan metode 
penelitian komparatif. Menurut Sugiyono (2003: 11), penelitian berdasarkan 
tingkat eksplanasinya (tingkat kejelasan), salah satunya adalah penelitian 
komparatif yakni suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Dalam hal ini, 
variabelnya masih sama dengan variabel mandiri tetapi untuk sampel yang lebih 
dari satu, atau dalam waktu yang berbeda. Penelitian komparatif dapat berupa 
komparatif deskriptif (descriptive comparative) maupun komparatif korelasional 
(correlation comparative). Sehubungan dengan pertanyaan dalam rumusan 
masalah menyangkut kesamaan/perbedaan persepsi antara dua subset yang 
independen yaitu auditor dan auditan dan perbedaan karakteristik dalam dua 
subset tersebut, digunakanlah metode komparatif deskriptif untuk 
membandingkan variabel yang sama untuk sampel yang berbeda. 
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3.2 Tempat dan Waktu 
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada Kantor  Perwakilan Badan  Pemeriksa  
Keuangan (BPK) Propinsi Sulawesi Selatan yang beralamat di Jl. Andi 
Pangerang Pettarani, Kec. Makassar, Sulawesi Selatan, dan Kantor Perwakilan 
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang beralamat di Jl. 
Tamalanrea Raya No.2, Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 
Waktu penelitian yaitu bulan Oktober sampai dengan bulan November 
2016. 
 
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 
Populasi  dalam penelitian ini adalah para auditor pemerintah di 
Provinsi Sulawesi Selatan yakni pada kantor Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi 
Selatan sebanyak 82 orang dan Kantor perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi 
Selatan sebanyak 115 orang. Selain itu, terdapat auditan yaitu pihak pada 
pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari 25 
Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan keuangan negara/daerah. 
Sampel adalah merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti. 
Berbeda dengan elemen, sampel biasanya tidak tunggal melainkan suatu 
kelompok yang merupakan bagian dari populasi. Dengan mempelajari sampel, 
akan dapat ditarik kesimpulan yang mewakili populasi. 
Roscoe (1975) yang dikutip Uma Sekaran (2011) memberikan acuan 
umum untuk menentukan ukuran sampel yakni: 
a. Ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk 
kebanyakan penelitian 
b. Jika sampel dipecah ke dalam subsampel (pria/wanita, junior/senior, dan 
sebagainya), ukuran sampel minimum 30 untuk tiap kategori adalah tepat. 
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Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian kuantitatif 
adalah purposive simple random sampling. Terkait sampel auditor, peneliti juga 
menetapkan responden minimal responden dengan peran ketua tim sehubungan 
dengan peran dalam tim audit yang diberi tugas pokok dan fungsi dalam tahap 
akhir pelaksanaan audit yakni melakukan penetapan opini/penyusunan laporan 
audit atas laporan keuangan. 
Dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk menilai materialitas yang 
bersifat kualitatif, maka untuk anggapan/persepsi dari auditan, responden 
penelitian diwakili oleh Bagian/Biro/Bidang Keuangan yang melakukan 
penyusunan laporan keuangan atau Inspektorat Daerah yang melakukan reviu 
atas laporan keuangan. Dapat diketahui bahwa jumlah pemerintah daerah di 
wilayah Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebanyak 25 pemerintah daerah. 
Sesuai dengan jumlah pemerintah daerah tersebut maka kuesioner yang dikirim 
untuk pemerintah daerah ialah sebanyak 75 berkas atau masing-masing 3 
berkas per pemerintah daerah diantaranya kuesioner hardcopy sebanyak 50 
berkas dan kuesioner online sebanyak 25 berkas. 
 
3.4 Jenis dan Sumber Data  
Data primer merupakan informasi yang diperoleh dari tangan pertama 
yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi (Sekaran, 
2011). Data ini merupakan data yang bersumber dari jawaban responden atas 
kuesioner penelitian Sebagai suatu penelitian empiris maka data sekunder juga 
digunakan dalam penelitian ini. Data ini diperoleh melalui jurnal, buku, dan 
penelitian-penelitian terdahulu. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah dengan 
metode survei. Survei dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner 
adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan 
dijawab oleh responden, biasanya dalam alternatif yang didefinisikan dengan 
jelas (Sekaran, 2011).  
Kuesioner yang telah dibuat disebarkan kepada responden secara 
langsung ke melalui Bagian/SDM masing-masing kantor objek penelitian. 
Sementara itu, kuesioner online yakni form yang didesain oleh peneliti dengan 
bantuan googleform dan disebarkan kepada responden secara langsung melalui 
pos surat elektronik (email). Sebagai  pengendalian  dalam  penyebaran  
kuisioner  maka terhadap kuisioner dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:  
1.   Q1 : Kuesioner telah dikirim ke responden;  
2.   Q2 : kuesioner telah diterima oleh responden;  
3.   Q3 : kuesioner telah diisi dan diterima kembali oleh peneliti.  
Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengadopsi model 
Likert. Model Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 
seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan Likert, 
maka variabel  yang  akan  diukur  dijabarkan  menjadi  indikator  variabel,  
kemudian indikator  tersebut  dijadikan  sebagai  titik  tolak  untuk  menyusun  
item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan.  
Selanjutnya  untuk  memenuhi  syarat  yang  baik  dari  suatu  instrumen 
penelitian, maka akan dilakukan uji validitas dan reliabilitas pada kuesioner. 
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3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
Sekaran (2011) menjelaskan bahwa variabel adalah apa pun yang 
dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Nilai bisa berbeda pada 
berbagai waktu untuk objek atau orang yang sama, atau pada waktu yang sama 
untuk objek atau orang yang berbeda. Variabel yang digunakan dalam penelitian 
ini ialah variabel bebas yaitu variabel yang memengaruhi variabel terikat, entah 
secara positif atau negatif. Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan 
dapat diuraikan sebagai berikut. 
 
3.6.1 Penggunaan Faktor Kualitatif dalam Pertimbangan Materialitas  
Faktor-faktor kualitatif materialitas merupakan faktor materialitas yang 
menggunakan  ukuran  kualitatif  yang  lebih  ditentukan  pada  pertimbangan 
profesional. Pertimbangan profesional tersebut didasarkan pada cara pandang, 
pengetahuan, dan pengalaman pada situasi dan kondisi tertentu (BPK RI, 2008).  
Berdasarkan telaah pustaka di atas, maka faktor-faktor kualitatif materialitas yang 
dapat dipertimbangkan sebagaimana dalam telaah pustaka dalam penyusunan 
laporan hasil pemeriksaan adalah jika temuan pemeriksaan atau kesalahan 
penyajian yang ditemukan oleh auditor terkait dengan hal-hal sebagaimana 
dalam faktor aspek yang tertuang dalam pernyataan/indikator. Variabel bebas ini 
dibagi menjadi dua dimensi diantaranya: 
1. faktor/aspek dalam ISA 450 yang terdiri dari 11 (sebelas) indikator yang 
dituangkan dalam sebelas pernyataan dalam kuesioner, dan  
2. faktor/aspek kualitatif dalam Penelitian Yining Zhou yang terdiri dari 5 (lima) 
indikator yang dituangkan dalam lima pernyataan kuesioner. 
Agar dapat dioperasionalkan dalam penelitian, penulis menggunakan 
ukuran skala likert (1-5) terkait tingkat kesetujuan. Skala 1 menunjukkan bahwa   
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auditor atau auditan tidak mempertimbangkan faktor materialitas yang bersifat 
kualitatif sedangkan skala 5 menunjukkan bahwa auditor dan auditan 
mempertimbangkan faktor kualitatif materialitas.  
 
3.6.2 Akibat dari Penggunaan Faktor-Faktor Kualitatif Materialitas 
Akibat adalah perubahan yang terjadi pada individu atau suatu sistem 
sosial sebagai hasil pengadopsian atau penolakan terhadap suatu inovasi. Pada  
penelitian  ini  yang  dimaksud  dengan  akibat  dari  penggunaan materialitas 
kualitatif ialah perubahan yang mungkin terjadi apabila materialitas kualitatif 
diterapkan dalam perumusan laporan hasil pemeriksaan dan dalam penentuan 
apakah temuan pemeriksaan atau kesalahan penyajian yang tidak terkoreksi 
tersebut material sehingga mempengaruhi opini auditor walaupun secara 
kuantitatif nilai atau akumulasi nilai temuan pemeriksaan atau kesalahan 
penyajian tersebut tidak material.  
Berdasarkan telaah pustaka pada Bab II, maka akibat yang dapat   
timbul dari penggunaan faktor kualitatif materialitas oleh auditor dibagi dalam tiga 
dimensi diantaranya sebagai berikut.  
1. Meningkatkan kualitas audit (pengembangan dan hasil audit sebagai suatu 
jasa) yang terbagi dalam 7 (tujuh) indikator dan dituangkan dalam tujuh 
pernyataan kuesioner; 
2. Meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dipublikasikan oleh auditan 
yang terbagi dalam 6 (enam) indikator dan dituangkan dalam enam 
pernyataan kuesioner; 
3. Memengaruhi   anggapan   pengguna   laporan   hasil   pemeriksaan   dan 
masyarakat pada umumnya terhadap hasil audit yang terbagi dalam 5 (lima) 
indikator dan dituangkan dalam lima pernyataan kuesioner; 
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Agar dapat dioperasionalkan dalam penelitian, maka digunakan ukuran 
skala likert (1-5) dalam derajat kesetujuan. Skala 1 menunjukkan bahwa auditor 
atau auditan memiliki harapan bahwa akibat tersebut tidak akan timbul jika faktor 
kualitatif materialitas tersebut digunakan oleh auditor. Sedangkan skala 5 
menunjukkan bahwa auditor dan auditan memiliki harapan bahwa akibat tersebut 
di atas akan timbul jika faktor kualitatif materialitas digunakan oleh auditor. 
 
3.7 Instrumen Penlitian 
Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder adalah 
dengan instrumen dokumenter. Dokumen tersebut diperoleh dengan 
menyampaikan permintaan data secara tertulis kepada pejabat/pegawai instansi 
terkait.  
Adapun Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data primer 
adalah dengan menggunakan instrumen kuesioner skala likert 1 – 5. Skala 1 
mengindikasikan sangat tidak setuju (STS), skala 2 mengindikasikan tidak setuju 
(TS), skala 3 mengindikasikan netral (N), skala 4 mengindikasikan setuju (S), dan 
skala 5 mengindikasikan sangat setuju (SS). 
Kuesioner yang digunakan untuk mengukur kedua variabel diatas 
mengadopsi kuesioner terdahulu yang digunakan oleh Garcia, et al. (2010). 
Untuk memudahkan pemahaman responden, kuesioner tersebut 
dialihbahasakan menjadi Bahasa Indonesia. Selain itu, ditambahkan pula 
pengantar tentang materialitas kualitatif sebelum pengisian kuesioner sehingga 
menambah pengetahuan pendahuluan baik auditor maupun auditan. 
Setiap faktor/karakteristik salah saji akun maupun transaksi dalam 
materialitas kualitatif diberikan uraian contoh sesuai interpretasi membantu 
pemahaman responden. Dalam kuesioner dinyatakan juga bahwa responden 
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diharapkan lebih mencermati pernyataaan salah saji akun/transaksi (Qualitative 
Material Factor/QMF) karena aspek/faktor tersebut bisa terjadi dalam berbagai 
bentuk salah saji di lapangan. 
Sehubungan dengan penambahan salah satu dimensi dalam 
pertimbangan aspek materialitas kualitatif sesuai penelitian mendalam oleh 
Yining Zhou (2012) dan tambahan uraian contoh faktor/karakteristik salah saji 
akun maupun transaksi, dilaksanakanlah uji pendahuluan terhadap kuesioner 
untuk mengetahui tingkat validitas dan reliabilitasnya. 
Secara umum, uji pendahuluan terhadap kuesioner penelitian tersebut 
dilaksanakan dalam dua tahapan. Tahapan pertama adalah uji kejelasan dan 
akurasi makna setiap pernyataan dalam kuesioner. Tahapan kedua adalah uji 
validitas dan reliabilitas kuesioner.  
Pengujian tahap pertama dilakukan dengan mendistribusikan kuesioner 
penelitian kepada sepuluh responden yang terdiri dari auditor maupun auditan. 
Pada tahap pertama ini, setiap pernyataan kuesioner dimintakan kritik dan saran 
mengenai kejelasan dan akurasinya dalam mengukur maksud peneliti. Kritik dan 
saran tersebut selanjutnya digunakan untuk memperbaiki setiap pernyataan 
kuesioner penelitian.  
Pengujian tahap kedua merupakan uji validitas dan reliabilitas 
kuesioner penelitian. Uji tersebut dilaksanakan dengan membagikan kuesioner 
penelitian kepada lima belas (15) orang masing-masing auditor dan auditan 
lainnya sehingga total responden uji pendahuluan adalah tiga puluh (30) orang. 
Hasil uji validitas dan reliabilitas jawaban kuesioner dari keseluruhan responden 
tersebut menyatakan bahwa ketiga puluh empat (ke-34) item pernyataan dalam 
kuesioner adalah valid dan reliabel. Dengan demikian, kuesioner dapat 
digunakan sebagai instrumen penelitian. 




3.8 Analisis Data 
Analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan berbantuan 
aplikasi SPSS 23 for windows. Alasan pemilihan aplikasi tersebut di samping 
karena telah sesuai dengan kebutuhan peneliti juga karena kemudahan dalam 
memeroleh referensi terkait tata cara pengoperasiannya. Selanjutnya, analisis 
data dalam penelitian ini diawali dengan uji kualitas data kemudian dilanjutkan 
dengan analisis deskriptif. 
Langkah selanjutnya adalah analisis komparasi atau perbandingan 
yakni prosedur statistik guna menguji perbedaan diantara dua kelompok data 
(variabel) atau lebih. Uji ini bergantung pada jenis data (nominal, ordinal, 
interval/rasio) dan kelompok sampel yang diuji. Komparasi antara dua sampel 
yang saling lepas (independen) yaitu sampel-sampel tersebut satu sama lain 
terpisah secara tegas dimana anggota sampel yang satu tidak menjadi anggota 
sampel lainnya.  
Penjelasan terperinci dari tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai 
berikut. 
  
3.8.1. Uji Kualitas Data 
Uji kualitas data terdiri dari uji validitas data dan uji reliabilitas data. 
Pemaparan terperinci dari kedua pengujian tersebut adalah sebagai berikut. 
 
3.8.1.1 Uji Validitas Data 
Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu 
kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 
tersebut mampu mengukur variabel yang ingin diukur. Uji validitas dalam 
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penelitian ini menggunakan Pearson’s Product Moment Coefficient r dengan 
kriteria pengambilan keputusan sebagaimana dinyatakan oleh Ghozali (2016: 
53), yaitu jika r hitung > r tabel maka pertanyaan dinyatakan valid. Sebaliknya, 
jika r hitung ≤ r tabel maka pertanyaan dinyatakan tidak valid. Pengujian validitas 
dilakukan dengan  aplikasi SPSS 23 for windows melalui fitur Bivariate pada 
menu Analyze, submenu Correlate dengan melihat besarnya nilai Korelasi 
Pearson (Pearson Correlation). Instrumen dinyatakan valid jika nilai korelasi > 
0,3. 
 
3.8.1.2 Uji Reliabilitas Data 
Uji reliabilitas Uji reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur 
suatu kuesioner yang   merupakan   indikator   dari   variabel   atau   konstruk.   
Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 
pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. (Ghozali, 2011). Uji 
Reliabilitas ini dilakukan  dengan  menghitung  nilai  Cronbach’s  Alpha  dari  
masing-masing indikator yang digunakan dalam suatu variabel. Suatu konstruk 
atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach’s Alpha > 0,60 
(Nunnally, 1994 dalam Ghozali 2011). 
 
3.8.2. Analisis Deskriptif 
Peneliti menggunakan analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan 
data responden, penyebaran kuesioner, dan mendeskripsikan data sampel yang 
telah terkumpul tanpa membuat kesimpulan yang berlaku umum. Analisis ini juga 
digunakan untuk mendeskripsikan setiap variabel yang diteliti dalam bentuk 
distribusi frekuensi yang disertai dengan tabel, nilai rerata, simpangan baku, dan 
lain-lain. 




3.8.3. Uji Hipotesis  
Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan persepsi/anggapan 
antara auditor dan auditan (pemerintah daerah). Jika data berdistribusi normal, 
maka alat statistik yang digunakan utuk menguji hipotesis ialah uji beda jenis 
independent sample t-test. Data ini tidak berdistribusi normal, pengambilan 
sampel juga tidak random, sekaligus tidak terdapat kesamaan dalam jumlah 
sampel untuk masing-masing kelompok sampel (auditor dan auditan), maka alat 
statistik yang digunakan adalah uji statistik non parametrik Mann-Whitney U-test. 
Data dalam penelitian ini adalah data yang tidak berdistribusi normal maka alat 
statistik yang digunakan ialah uji statistik non parametrik Mann-Whitney U-test 












Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan, penelitian ini merujuk 
pada kesimpulan bahwa terdapat kesamaan persepsi dan konsekuensi atas 
penggunaan materialitas kualitatif dalam penentuan/penyusunan opini audit 
sektor publik/pemerintahan. Hal ini didasarkan pada temuan hasil penelitian 
antara auditor dan auditan yang menyatakan bahwa: 
1. tidak terdapat perbedaan anggapan/persepsi mengenai penggunaan faktor 
kualitatif materialitas baik berdasarkan aspek ISA 450 dan aspek dalam 
Penelitian Yining Zhou (2012), 
2. tidak terdapat  perbedaan  persepsi mengenai konsekuensi dari penggunaan 
faktor kualitatif materialitas oleh auditor baik dalam hal peningkatan kualitas 
audit, peningkatan kualitas laporan keuangan yang diterbitkan oleh auditan, 
dan tanggapan pengguna dan masyarakat terhadap hasil audit 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka 
peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut. 
1. Standardsetter audit sektor publik di Indonesia sebagai pihak yang membuat 
panduan dalam pemeriksaan keuangan negara/daerah untuk memberikan 
panduan yang lebih komprehensif dalam pertimbangan materialitas kualitatif 
dengan mempertimbangkan faktor materialitas kualitatif dalam ISA 450 dan 
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dalam kerangka materialitas kualitatif dalam penelitian Yining Zhou sehingga 
terjadi kesamaan persepsi baik antara auditor dan auditan demi hasil 
pemeriksaan yang lebih objektif dan akuntabel. 
2. Auditor sebagai pihak yang melakukan pemeriksaan/audit atas laporan 
keuangan negara untuk familiar dengan konsep materialitas kualitatif 
termasuk aspek/faktornya demi objektivitas judgment audit. 
3. Auditan sebagai pihak yang menyusun laporan keuangan untuk tetap 
memperhatikan aspek materialitas khususnya materialitas kualitatif dalam 
penyusunan laporan keuangan sehubungan dengan usaha peningkatan 
kualitas informasi laporan keuangan yang diterbitkan. 
4. Peneliti selanjutnya untuk dapat memperluas cakupan populasi yakni auditor 
dan auditan di seluruh wilayah Indonesia, serta dapat mempertimbangkan 
hasil penelitian ini dan menggunakan wawancara mendalam sebagai 
instrumen penelitian untuk menjawab beberapa indikator/pernyataan dalam 
variabel yang menunjukkan tingkat perbedaan yang sangat tinggi/signifikan. 
 
5.3 Keterbatasan Penelitian 
Peneliti berpandangan bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan. 
Keterbatasan tersebut disadari berdasarkan fakta yang terungkap pada saat 
proses penelitian maupun pada saat analisis hasil penelitian.  
Tidak dapat dipungkiri bahwa pemahaman materialitas kualitatif 
merupakan hal yang baru bagi auditor apalagi buat auditan. Hal itu terjadi karena 
auditor berfokus pada proses pelaksanaan audit berdasarkan juklak/juknis terkait 
dan auditan berfokus pada usaha penyusunan laporan keuangan sesuai 
peraturan terkait.  
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Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan fakta yang memerlukan 
penjelasan lebih lanjut, yang tidak dapat dijawab dengan kuesioner penelitian 
yang telah digunakan. Fakta tersebut adalah adanya beberapa indikator dalam 
pernyataan berdasarkan hasil uji beda yang menunjukkan tingkat signifikansi 
yang sangat berbeda dan signifikan dengan indikator-indikator lainnya dalam 
satu dimensi variabel tertentu. 
Peneliti berpandangan bahwa penjelasan untuk fakta-fakta tersebut 
dapat diperoleh melalui instrumen penelitian yang lain, misalnya wawancara 
mendalam. Oleh karena itu, diharapkan agar penelitian selanjutnya dapat 
mempertimbangkan hasil penelitian ini dan menggunakan wawancara mendalam 
sebagai instrumen penelitiannya untuk menjawab fenomena-fenomena tersebut.   
 Selain itu, lingkup penelitian ini masih terbatas yakni lingkup auditor dan 
auditan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan masih terdapat beberapa 
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